




TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 






MUHAMMAD RANDI RAMLI  











TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENEYELUDUPAN IMIGRAN 




Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana 




MUH. RANDI RAMLI 











PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENEYELUDUPAN IMIGRAN 
(STUDI KASUS 2010-2013)  
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
MUH. RANDI RAMLI 
B 111 10 134 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Rabu, 11 Juni 2014 














Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.S. 
NIP. 195903171987031002 
Abd Asis, S.H., M.H. 
NIP. 19620618 198903 1 002 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 





Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : MUH. RANDI RAMLI 
NIM : BIIII0134 
Bagian : Hukum PIDANA 
Judul : TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENEYELUDUPAN IMIGRAN (STUDI KASUS 2010-
2013)) 
 
Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian meja. 
 
Makassar, 26 Mei  2014 
 
 
 Pembimbing I Pembimbing II  
 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.S. 
NIP. 195903171987031002 
Abd Asis, S.H., M.H. 
NIP. 19620618 198903 1 002 
                                           
 
 iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari : 
 
Nama : MUH. RANDI RAMLI 
NIM : BIIII0134 
Bagian : Hukum PIDANA 
Judul : TINJAUAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENEYELUDUPAN IMIGRAN (STUDI KASUS 2010-
2013)) 
 




Makassar,  26  Mei 2014 
 
a.n. Dekan 





Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 











Muhammad Randi Ramli (B111 10 134) dengan judul “Tinjauan 
Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar 
(Tahun 2012-2013)”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S 
selaku Pembimbing I dan Abd. Asis, S.H., M.H selaku pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan imigran dan yang 
kedua adalah untuk mengetahui upaya-upaya penegak hukum dalam 
melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyelundupan imigran.  
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research)  
dan metode penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara 
dengan bagian penanganan imigran dan dilaksanakan di kantor imigrasi di 
Makassar. Penelitian ini guna memperoleh informasi faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan imigran sekaligus upaya-upaya yang 
dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan 
imigran. Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan 
objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah 
buku-buku serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini.  
Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa 
: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan imigran adalah 
faktor ekonomoi baik dari sisi pelaku penyelundupan maupun dari pihak 
yang membantu atau memfasilitasi penyelundupan. (2) Upaya aparat 
hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan 
penyelundupan imigran meliputi upaya Pre-emptif, Preventiv, Represif. 
Selain itu, dalam upaya pencegahan terjadinya penyelundupan imigran 
diharapkan peran serta masyarakat di samping peranan dari lembaga-
lembaga kemasyarakatan baik LSM maupun organisasi non-pemerintahan 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) yang berbunyi 
“Indonesia adalah Negara hukum”. Konsekuensi sebagai Negara hukum 
adalah bahwa setiap kebijakan atau keputusan harus punya landasan 
hukum. Keputusan itu bisa berbentuk sebagai sebuah produk hukum 
seperti undang-undang (selanjutnya disingkat UU). Salah satu produk 
hukum yang banyak bersentuhan langsung dengan penegakan hukum 
adalah pidana, produk hukum di bidang hukum pidana bisa berupa Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). 
Perkembangan hukum pidana harus disertai dengan bagaimana 
menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah 
masyarakat. Perkembangan hukum pidana harus ditinjau secara 
sosiologis, munculnya beragam modus kejahatan dengan beragam varian 
belum memiliki aturan dalam hukum pidana. 
Perkembangan ilmu hukum pidana sejak tahun 1940-an dengan 
perubahan alam pikir dari perang dunia I dan perang dunia II, hukum 
pidana berubah 180 derajat, yaitu dari karakter tirani dan/atau otoriter 
yang mempersenjatai hukum kepada penguasa sehingga penguasanya 
adalah otoriter, maka secara konkret yang diawali dengan bahan 
pemikiran oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1945 
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seterusnya “hukum pidana total” menjadi perkembangan baru yang 
bertentangan dengan hukum pidana masa lalu. Salah satu tanda, bahwa 
hukum pidana sudah memiliki prinsip dasar berperikemanusiaan berlanjut 
dengan dasar humanity,sehingga hukum pidana harus “social-welfare” 
kesejahteraan bukan siksaan dan “human right for all”. Pandangan yang 
dikembangkan oleh organisasi bangsa-bangsa itu banyak diterima dan 
sudah berkembang di Asia, Eropa, dan Amerika, dan yang lebih terkenal 
adalah prinsip hukum PBB di Tahun 1956 dengan: the principal of 
offenders for prevention, not repression and the the treatment of offenders 
not the punishment of offenders. 
Roeslan saleh (Teguh Prasetyo, 2008: 1) mengemukakan bahwa; 
Pembaruan konsep baru hukum pidana harus dengan membuat 
konsep baru, dalam tulisannya beliau menegaskan tentang pergulatan 
manusia dengan manusia lain, sehingga menimbulkan akibat hukum 
pidana masa lalu. Selanjutnya juga ada penulisan Humans dan teman-
teman bahwa harus diubah hukum pidana quo-vadist yakni hukum 
pidana yang merendahkan derajat manusia dengan cara dan jenis-
jenis hukumannya. Atas dasar pemikiran yang demikian maka hukum 
pidana harus berubah total karena tidak mungkin dibedakan secara 
tajam dan keliru dengan pandangan hukum pidana masa Hammurabi. 
Sebagaimana hukum pidana dan kekuasaan itu campur aduk, 
sehingga hukum pidana dirasakan berbeda dengan jenis hukum lain. 
 
Segi tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna 
pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping 
pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum 
pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah 
laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan 
tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan 
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perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup 
manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Untuk 
mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu 
(sebagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka 
dipelajari oleh kriminologi. 
P. Topinard (Topo Santoso 2003: 9) mengemukakan bahwa 
kriminologi adalah 
Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. 
Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi 
terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos 
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan. 
  
Lanjut P. Topinard (Topo Santoso 2003: 5) mendefinisikan kriminologi 
adalah: 
Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya (kriminilogis teoritis atau kriminologi murni). Kriminilogis teoritis 
adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti 
ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala 
yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan 
cara-cara yang apa adanya. 
 
Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 1992: 5), mendefinisikan 
kriminologi bahwa:  
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime 
as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatn gejala sosial).” 
 
Manfaat mempelajari kriminologi adalah untuk mengenal sebab-
sebab kejahatan dan pencegahan kejahatan sejak adanya peradaban 
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manusia. Makin tinggi peradaban manusia maka akan semakin makin 
banyak kejahatan, konsekuensi logisnya adalah makin banyak pula 
peraturan. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is a shadow of civilization) kejahatan adalah bayangan 
peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, 
mencucurkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkotika telah 
menghancurkan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah 
putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya 
menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya 
membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian 
yang tak terhitung banyaknya. Kriminologi memberikan sumbangannya 
dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), 
menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) yang 
pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya 
kejahatan (criminal preverention). Tidak dapat disangkal lagi kriminologi 
telah memabwa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi 
penderitaan ummat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama 
mempelajari kriminologi. 
Salah satu tindak kejahatan yang penulis teliti ini adalah kejahatan 
penyelundupan manusia (people smuggling). Dalam UU No. 6 Tahun 
2011 Tentang Keimigrasian, dalam salah penjelasannya adalah bahwa 
penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri 
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sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok 
orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau 
memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok 
orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 
memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar 
Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang 
tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, 
baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau 
tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan 
imigrasi maupun tidak. Dilihat dari segi jenis kejahatannya, kejahatan 
penyelundupan manusia atau yang biasa disebut penyelundupan imgiran 
gelap merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar yurisdiksi 
territorial suatu negara. Mengingat keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas 
orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan 
dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.  
Tindakan penyelundupan manusia atau penyelundupan imigran gelap 
selain melanggar yurisdiksi territorial suatu negara secara tidak langsung 
tindakan kejahatan ini juga merupakan pelanggaran kedaulatan negara. Di 
samping itu kejahatan ini juga melanggar hak asasi manusia, sebab 
kejahatan ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak orang 
yang diselundupkan. Segi keuntungan ekonomi, kejahatan ini dapat 
memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya, hal ini 
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dikarenakan kejahatan penyelundupan manusia erat kaitannya dengan 
kejahatan perdagangan manusia. 
Berdasarkan uraian di atas penulis melihat pentingnya mengetahui 
sebab-sebab terjadinya kejahatan penyelundupan manusia atau 
penyelundupan imigran gelap, demi melindungi kedaulatan negara dan 
hak asasi manusia, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan 
sebuah judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana 
Penyelundupan Imigran (Studi Kasus 2010-2013)”  
1.2 Rumusan Masalah  
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penyelundupan imigran? 
2. Bagaimanakah upaya lembaga penegak hukum dalam 
penanggulangan tindak pidana penyelundupan imigran dalam 
kurung waktu (tahun 2010-2013)? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a) Tujuan penelitian  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak 
pidana penyelundupan imigran. 
2. Untuk mengetahi upaya yang dapat dilakukan oleh penegak 
hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana 
penyelundupan imigran dalam kurung waktu (tahun 2010–2013). 
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b) Kegunaan Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 
antara lain:  
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk 
memahami fakto-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penyelundupan imigran. 
2. Dapat menjadi masukan bagi pihak penegak hukum dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana penyelundupan imigran 



















1. Hukum Pidana 
1.1 Definisi Hukum  
Pertanyaan awal yang senantiasa dilontarkan kuliah-kuliah pertama di 
fakultas-fakultas hukum, adalah pertanyaan tentang “hukum” itu apa? 
Pertanyaan itu tentu teramat wajar bagi setiap pemula, karena hal yang 
wajar untuk pertama diketahui adalah objek dari ilmu atau pengetahuan 
yang akan dipelajari. Namun objek ilmu hukum agak berbeda dengan 
objek ilmu-ilmu yang lebih eksak. Objek ilmu hukum adalah “hukum” yang 
memiliki sifat abstrak. Pertanyaan tentang hukum telah berlangsung 
selama ribuan tahun, dan mungkin dapat kita katakan merupakan warisan 
yang paling berharga dari peradaban Barat. Dalam setiap pendekatan 
terhadap hukum, kita akan menemukan suatu kenyataan yang agak 
mengejutkan bahkan memalukan, karena ternyata adalah tidak mungkin 
mendefinisikan hukum secara tepat.  
Menurut L. M. Friedman (Achmad Ali 2009 : 418) tentang masalah 
definisi hukum bagi pertanyaan tentang apa itu hukum mengemukakan 
bahwa: 
The dark cat in the bag of jurisprudence (kucing hitam dalam karung 
ilmu hukum). Law is in the atmosphere, invisible and unfelt-often as 
light as to the normal touch (manufactures, strokekeepers, and 
bankers, of course, may see things differently. 
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Lanjut menurut menurut L. M. Friedman (Achmad Ali 2009: 419) 
mengemukakan bahwa:  
Hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan 
biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Para pekerja pabrik, 
para penjaga toko, dan para banker, mungkin membayangkan hukum 
secara berbeda. Persoalan dalam hukum memang merupakan hal 
yang essensial, karena hukum adalah bahasa. 
 
Seperti yang dikemukakan oleh menurut L. M. Friedman Achmad Ali 
(2009 : 419) :  
It is a word of many meanings, as slippery as glass, as elusive as suop 
double. And, as we said, law is a concept, an abstraction, a social 
construct; it is not same concrete object in the world around us-
something we could free or smell, like a chair or a dog.  
 
Jadi kesimpulannya hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, 
selicin kaca, segesit gelumbung gelembung sabun. Dan seperti yang telah 
kita sebutkan, hukum adalah konsep, abstraksi, kontruksi sosial; bukan 
objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita 
rasakan atau cium, hukum tidak seperti kursi atau anjing. 
Tetapi ketika pendefinisian itu disandarkan pada ilmu logika dimana 
subjek dari ilmu logika adalah definisi dan argumentasi, maka hukum 
bukanlah sebuah entitas yang tidak bisa didefinisikan. Dalam ilmu logika 
atau dikenal sebagai aturan berpikir benar maka yang pertamakali 
dilakukan adalah dengan memberikan batasan terhadap sesuatu yang 
mau didefinisikan tersebut. Batasan tersebut adalah apa jenis dan 
pembeda dari sesuatu yang mau didefinisikan. Sedang sederhananya 
adalah bahwa hukum memenuhi syarat tersebut, hukum memiliki jenis dan 
pembeda artinya hukum adalah sesuatu yang dapat didefinisikan. 
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Misalnya ketika kita memandang hukum sebagai sebuah aturan tertulis 
sementara tidak semua aturan hukum dalam bentuk tertulis, maka aturan 
tertulis di sini adalah jenis. Pembeda dari hukum adalah sifatnya harus 
tertulis dalam artian harus dituangkan dalam bentuk undang-undang atau 
seuatu yang tertulis. Berdasarkan analisis logis ini maka hukum bisa 
didefinisikan secara objektif, misalnya dengan argumentasi bahwa hukum 
adalah seperangkat kaidah atau norma tertulis atau tidak tertulis yang 
memiliki sifat memaksa, mengatur, dan memiliki sanksi. Pandangan ini 
tetap tidak bisa menafikkan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa 
definisi hukum itu interpretatif. Bahkan dalam pendefinisian hukum ada 
yang melakukan penolakan terhadap adanya pendefenisian hukum a non 
definition of law. 
Pendapat yang melakukan penolakan terhadap pendefinisian hukum 
adalah yang mengatakan bahwa berarti suatu pendifinisian hukum 
merupakan upaya yang tak ada manfaatnya. Sekalipun disadari bahwa 
tidak ada seorang yang mampu merumuskan hukum secara tuntas dan 
lengkap, namun keberadaan suatu definisi, khususnya bagi kalangan 
hukum, merupakan hal yang tak mungkin dibantah. 
Menurut pendapat L. B Curzon (Achmad Ali 2009: 431) 
mengemukakan bahwa 
Khususnya yang memandang pendefinisian hukum sebagai a non 
definition of law, meskipun ada kesulitan dalam menyeragamkan 
definisi hukum, namun kita dapat mengatakan bahwa hukum itu tidak 
mungkin didefinisikan, sebab suatu definisi adalah suatu ekspresi dari 
pengakuan simbol-simbol suatu fenomena dan konsep. Oleh karena 
itu, bagi penganut pertama ini, usaha-usaha untuk membuat suatu 
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definisi yang tepat, akan merupakan aspek yang penting dalam bidang 
ilmu hukum. 
 
Pendapat kedua, yang merupakan suatu pendapat yang sangat 
original dari Lon L. Fuller (Achmad Ali 2009: 410)mengemukakan bahwa: 
Maksud dibuatnya suatu hukum adalah: (as the enterprise of 
subjecting human conduct to the governance of rules). Maksud dari 
pendapat tersebut adalah bahwa Lon Fuller memandang hukum 
sebagai suatu aturan ruang lingkupnya sangat luas menyangkut 
masalah tata aturan, maka atas dasar itu Fuller menawarkan 
pendiriannya yang menolak pendefinisian hukum (a non definition of 
law).  
 
Setelah kita mengetahui adanya dua pandangan berbeda tentang 
dibutuhkan tidaknya suatu pendefinisian hukum, maka kita kembali 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendefinisian hukum Menurut 
Roscoe Pound. (Achmad Ali 2009 :415), bahwa kesulitan pendefinisian 
dari segi kata-kata adalah karena:  
Who like their terms to be simple and clear cut. It is futile to attempt to 
be exhaustive, but anayisis of a few typical definations is a useful 
approach to the problem. memandang bahwa kesulitan timbul jika 
orang ingin membuat definisi hukum dengan menggunakan kata yang 
terlalu singkat sehingga tidak dipahami maksudnya. 
  
Bagaimanapun seyogyianya diketahui apa yang ada di pikiran 
seseorang, baik ia orang awam ataupun kalangan hukum, ketika ia 
berbicara atau menuliskan tentang hukum. Oleh karena itu, suatu definisi, 
meskipun hanya bersifat perkiraan, tetapi dari penulisnya dapat ditarik 
pesan, adanya suatu sikap yang fundamental. Artinya, dari definisinya, 
kita dapat menarik sikap fundamental apa yang dianut oleh saya itu 
tentang hukum. Oleh karena itu, suatu definisi hukum seharusnya 
bertujuan untuk menyatakan arti hukum secara tepat dan untuk 
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memberikan suatu gambaran yang benar tentang hukum serta cara-cara 
operasionalnya. 
Pada tataran pragmatisnya pendefinisian hukum sangat memiliki 
peranan penting untuk membedakan ilmu hukum sebagai sebuah disiplin 
ilmu yang otonom. Kalaupun hukum tidak bisa dipisahkan dari disiplin ilmu 
lain seperti sosiologi tetapi untuk membedakannya tetap harus memiliki 
karakteristik tersendiri. Salah satu karakteristik hukum adalah dengan 
melihat tujuannya, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 
Sementara di sisi lain kita dapat melaukan sebuah pendekatan dari 
konteks sosiologi hukum. Kita dapat melihat fungsi hukum sebagai a tool 
of a social engineering “alat rekayasa sosial. Terlebih lagi ketika melihat 
bahwa hukum adalah sebuah entitas universal dalam artian melingkupi 
disiplin ilmu lain bukan dilingkupi. Luasnya ruang lingkup hukum tentu 
harus berangkat dari sebuah definisi yang prinsip dasarnya bisa ilmu 
hukum mulai dari yang memandang hukum bukan yang ada di dalam 
perundang-undangan (law on the books) atau secara normatif, melainkan 
hukum adalah apa yang dipraktikkan secara nyata dalam masyarakat (law 
in action atau law in reality).  
1.2 Asas, Teori, dan Praktik hukum pidana  
Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan 
manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-
mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya 
meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut 
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manusia saling berhubungan dengan manusia lain. Sehingga 
menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam 
bermasyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar 
warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan 
manusia dan masyarakat diatur oleh serangkain nilai-nilai dan kaidah-
kaidah. 
Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk 
bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara 
warga dengan negara dan menitikberatkan kepentingan umum atau 
kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada 
awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam 
perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau 
suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan 
dijadikan kepentingan umum. Pasal 344 KUHPidana (Kitab Undang-
undang hukum pidana) yang berbunyi: 
Barangsiapa merampas nyawa orang lain aras permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dalam kesungguhan hati diancam dengan 
pidana penjara paling lama 12 tahun. 
Tindak pidana dikenal dengan istilah delik merupakan kata yang 
diadopsi dari istilah bahasa latin delictum atau delicate. Delik dalam 
bahasa Belanda disebut Straafbarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga suku 
kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai dapat dan boleh, 
sedang feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
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perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Contohnya, Pasal 379a KUHPidana tentang penipuan “flessentrekkerij” 
yang mengancam orang berkali-kali berbelanja di toko dengan utang dan 
kemudian tidak membayarnya. Hak penuntutan terhadap perbuatan yang 
dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, 
yaitu jaksa penuntut umum. 
Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu 
dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita 
menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam 
masyarakatnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan 
yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut 
sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang 
membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya 
adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negative yang disebut pidana 
(hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya 
karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena pidana 
kurungan atau penjara bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika 
diputuskan pidana mati. 
Selain dari penjelasan di atas hukum pidana merupakan bagian dari 
ilmu hukum yang secara khusus mempelajari salah satu segi dari hukum , 
yaitu hukum pidana. Menurut Lemaire (Teguh Prasetyo, 2010:37) 
mengemukakan bahwa:  
Ilmu hukum merupakan nama kumpulan dari berbagai ilmu yang 
mempelajari hukum dan yang masing-masing yang berbeda 
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pandangannya mengenai hukum, masing-masing memiliki objek 
tertentu diantara segi yang dimiliki oleh hukum dengan menggunakan 
metode tertentu untuk mempelajari segi hukum yang dipilihnya itu.  
 
Menurut Lemaire (Teguh Prasetyo, 2010:38) ilmu hukum pidana 
mempunyai objek hukum pidana positif yang bertujuan untuk: 
Menganalisis dan menyusun secara sistematis aturan-aturan hukum 
pidana, mencari asas-asas yang menjadi dasarnya, memberikan 
penilaian terhadap asas-asas itu apakah sesuai dengan nilai yang 
berlaku di dalam negara dan bangsa yang bersangkutan, menilai 
apakah aturan pidana yang berlaku itu sejalan dengan asas-asas 
tersebut. 
 
Dengan demikian, maka ilmu pidana di Indonesia bertujuan untuk 
memahami hukum pidana positif di indonesia. Ini dapat disebut sebagai 
ilmu hukum pidana dalam arti sempit dan bersifat dogmatis. Simons 
(Teguh Prasetyo, 2010: 41) mengatakan bahwa 
Seyogyanya yang menjadi objek ilmu hukum pidana bukan hanya ius 
constituendum, yaitu hukum pidana yang merupakan cita-cita. 
Sehingga ilmu hukum pidana bertugas untuk mengembangkan hukum 
pidana. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu hukum pidana 
mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum seperti yang terdapat 
di dalam peraturan perundangan-undangan pidana, itulah sebabnya 
ilmu hukum pidana itu bersifat dogmatis. 
  
Di samping ilmu hukum pidana kita ilmu yang mempelajari tentang 
kejahatan dalam arti luas disebut gejala sosial, ilmu ini disebut kriminologi. 
Memang objek ilmu hukum pidana dan kriminologi berhimpitan, tetapi 
peninjaunnya dari sudut yang berbeda. Ilmu hukum pidana meninjau dari 
segi aturan-aturan yang ada, sehingga dapat disebut ilmu yang normatif-
dogmatis, sedangkan kriminologi meninjau dari segi sosiologis, misalnya 
saja dari sebab musabab kejahatan dan akibatnya bagi masyarakat. 
Kriminologi merupakan ilmu muda yang bersifat empiris. Di Indonesia, 
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karena itu kita masih banyak menganut situasi di Eropa khususnya 
Belanda, kriminologi termasuk bidang yang dipelajari di fakultas hukum, 
sedangkan di Amerika Serikat, ilmu kriminologi ini termasuk bidang yang 
diajarkan di fakultas-fakultas ilmu sosial. Sekarang ini masalah itu sudah 
mulai bergeser atau berbaur, misalnya saja Lembaga Kriminologi di 
Universitas Indonesia masuk di fakultas-fakultas ilmu sosial. 
Hukum pidana mempunyai sifat yang khusus, terutama dalam hal 
sanksinya berupa pidana atau nestapa yang harus di tanggung oleh 
seseorang, perlu adanya pembatasan-pembatasan yang ketat sehingga 
penerapannya tidak berdasarkan atas kekuasaan. Itu pula sebabnya di 
dalam ilmu hukum pidana sering kali kita jumpai aturan-aturan atau aliran-
aliran dengan teorinya masing- masing, yang kadang-kadang saling 
bertentangan satu sama lain. Terdapat pendapat yang umum agar hukum 
pidana dilaksanakan sebagai ultimum remidium, agar hukum pidana 
sebagai sarana atau obat yang terakhir, setelah sarana lain dipakai. 
Hukum pidana dikatakan sebagai “pedang bermata dua”, oleh karena 
hukum yang bersifat melindungi kepentingan masyarakat, kadang-kadang 
terpaksa melukai jika diterapkan sanksi yang berupa nestapa itu. Bentuk-
bentuk pidana yang bersifat mendidik masih selalu dicari.  
Peristiwa hukum pidana dapat juga disebut tindak pidana (delict) ialah 
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum 
pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu 
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terdari dari, objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan 
dengan hukum dan menghindahkan akibat yang oleh hukum dilarang 
dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian 
objektif disini adalah tindakannya. Dan subjektif yaitu perbuatan 
seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat 
unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa 
orang). Didlihat dari unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya 
dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.dan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah: harus ada suatu perbuatan, 
perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan 
hukum, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, harus berlawanan dengan hukum, dan harus 
terdapat ancaman hukumannya. 
Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk 
keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang 
diatur secara khusus dalam undang-undang (selanjutnya disingkat UU) 
tertentu (lex spesialis) seperti yang disebutkan dalam Pasal 103 
KUHPidana. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan 
seyogyianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan 
merupakan tiang penyangga hukum pidana. Menurut Teguh Parsetyo 
(2010: 40-42) asas-asas tersebut dapat kita simpulkan dari Pasal-Pasal 
awal Buku I KUHPidana, dan menyinggung asas maka akan dibicarakan 
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asas-asas hukum pidana yang penting kedudukannya dalam KUHPidana, 
yaitu : 
a. Asas Legalitas, termasuk asas yang dapat dikatakan sebagai tiang 
penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHPidana. 
Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut secara 
tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana; tentu saja 
bukan perbuatannya yang dipidana tetapi orang yang melakukan 
perbuatan itu atau lebih mengarah kepada pertanggungjawaban pidana. 
b. Asas hukum nullum delictum nulla poena sine praevia lege, telah 
dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada 
orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak 
tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah 
mengenai dipertanggungjawabkannya seorang atas yang telah 
dilakukannya. Jadi mengenai criminal responsibility atau criminal liability 
c. Asas teritorial, menurut asas territorial, berlakunya undang-undang 
pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempatdi mana 
tindak pidana atau perbuatan dilakukan, dan ditempat tersebut harus 
terletak didalam teritori atau negara yang bersangkutan. Simons 
mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas 
kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada 
undang-undang negara tersebut. 
d. Asas perlindungan (asas nasional pasif), menurut asas ini peraturan 
hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan 
kepentingan hukum terhadap gangguan setiap orang di luar Indonesia 
terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. 
e. Asas personal (nasional aktif), menurut asas ini ketentuan hukum 
pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesiayang melakukan 
tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan didlama 
wilayah Indonesiatelah diliputi oleh asas teritorial. 
f.  Asas universal, untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia, KUHP 
Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-
perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada diluar 
kendaraan air, jadi di laut bebas (mare liberum). Kejahatan demikian ini 
lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran. Asas itu disebut sebagai 
asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan 
warga negara apapun, yang terpenting adalah terjaminnya ketertiban 
dan kesalamatan dunia. 
 
Menurut Yesmil Anwar ( 2008 : 36 ) mengemukakan bahwa 
Tujuan hukum pidana atau tujuan pemidanaan dalam konsep 
KUHPidana masih cenderung memepertahankan teori tujuan 
(doeltheorien). Teori ini lahir sebagai kritik atas teori pembalasan, 
dikarenakan teori pembalasan kurang memuaskan yang memberikan 
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dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dasar hukuman dari pidana 
terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini terbagi menjadi dua bagian, 
pertama teori pencegahan umum (algemene preventive). Teori ini ingin 
mencapai tujuan dari pidana, yaitu semata-mata ingin membuat jera 
segera setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-
kejahatan. Tujuan ini ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada 
semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. 
  
Yesmil Anwar (2008 : 36) menjelaskan bahwa bentuk prevensi umum 
yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan 
atau mengandung sifat menakutkan pelaksanaannya di depan umum 
mengharapkan suggestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar 
tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi, agar masyarakat ditakutkan 
perlu pelaksanaan pidana di depan umum, pelaksanaan yang demikian 
menurut teori ini memandang pidana sebagai yang terpaksa perlu 
“Noodzakelijk” demi menjadi ”afschrikkingstheorrien, yang bertujuan untuk 
membuat jera semua orang (warga negara) agar mereka itu tidak 
melakukan kejahatan-kejahatan, dan De leer Van de psychologis: Bahwa 
ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 
kejahatan-kejahatan, yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah 
melakukan kejahatan-kejahatan, yaitu apabila orang telah menyadari 
bahwa karena telah melakukan kejahatan-kejahatan mereka pasti akan 
dipidana. Maka mereka dapat meninggalkan niat mereka untuk melakukan 
kejahatan. Prevensi umum atau tujuan umum menekankan bahwa tujuan 
pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban dari gangguan penjahat. 
Dengan demikian pelaku kejahatan, diharapkan oleh anggota masyarakat 
lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, pidana 
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dimaksudkan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat sementara teori 
tujuan khusus (bijondere preventive, atau Speciale preventive) mempunyai 
tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat dalam mengulangi lagi 
kejahatannya, dengan memperbaikinya lagi. Dalam pencegahan ini yang 
diperbaiki adalah penjahat itu sendiri. 
1.3 Tindak Pidana Penyelundupan Imigran  
Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-
state) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi 
merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh 
imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak 
dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman 
(umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai 
bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 210 juta imigran 
internasional pada tahun 2010, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya 
tinggal di negara kelahiran mereka atau penerusnya. 
Khusus untuk Indonesia imigran sering dieksploitasi secara komersil 
oleh sekelompok orang. Eksplotasi imigran ini kemudian yang biasa kita 
sebagai penyelundupan. Persoalan ini dikategorikan sebagai sebuah 
kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Penyelundupan imigran marak 
terjadi di Indonesia mengingat Indonesia adalah sebuah negara 
kepulauan, imigran gampang diselundupkan sebab setiap daerah memiliki 
garis pantai, sebagian besar imigran yang diselundupkan masuk melalui 
jalur laut. Walaupun ada juga imigran yang legal masuk sebab memiliki 
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paspor dan tidak adanya unsur melawan hukum tetapi sebagian dari 
imigran tersebut ada juga yang illegal atau biasa disebut “Imigran gelap”. 
Untuk definisi penyelundupan jelas tertera dalam pasal 29 Peraturan 
Pemerintah Tentang peraturan pelaksanaan keimigrasian tahun 2011 
Pasal 29 berbunyi.  
Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri 
sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau 
kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 
atau memerintahkan orang lain baik seseorang maupun kelompok 
orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang 
tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau 
keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk negara lain yang orang 
tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara 
sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen 
palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 
 
Penyelundupan imigran dan ancaman pidananya juga sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 120 UU Keimigrasian No.6 Tahun 2011:  
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri 
sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau 
kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 
atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau 
kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, 
yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia 
atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara 
lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah 
tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun 
dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik 
melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena 
Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  
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Bahkan percobaan melakukan Tindak Pidana Penyelundupan 
Manusia dapat dipidana dengan dengan pidana yang sama. Sebagaimana 
yang telah kita ketahui bersama bahwa suatu tindak pidana harus 
memenuhi suatu rumusan delik. Suatu rangkaian perbuatan yang dapat 
dikenakan hukum pidana, unsur-unsur dari pidana penyelendupan imigran 
terdiri dari unsur objektif. Unsur objektifnya adalah suatu tindakan 
(perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat 
yang oleh hukum dilarang dengan ancaman sanksi. Unsur objektifnya 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 120 UU Keimigrasian No.6 
Tahun 2011 adalah perbuatan yang memerintahkan dan bertujuan 
mencari keuntungan, memerintahkan Frase dalam Pasal tersebut yaitu 
perbuatan adalah unsur objektif dalam merumuskan delik dalam tindak 
pidana penyelundupan imigran. Sementara unsur subjektifnya adalah 
adanya pelaku yang melakukan kesengajaan atau kesadaran akan 
perbuatannya.  
2. KRIMINOLOGI 
2.1. Definisi Kriminologi 
Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo 
pada tahun 1885 denga nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, 
antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis 
criminology untuk maksud yang sama dengan Garofalo (Indah Sri Utami, 
2012:21). Kriminologi (berasal dari bahasa Latin crimen; yunani- logia) 
yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan 
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pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu 
maupun dalam kehidupan social, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan 
demikian, cakupan studi krimonologi, tidak hanya menyangkut kejahatan, 
tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan serta 
reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan 
dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. 
 Mengenai definisi kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai versi yang 
dirumuskan oleh para sarjana, tentu saja menurut sudut pandang masing-
masing. Di bawah ini penulis mengutip beberapa pendapat parah ahli 
mengenai kriminologi (Indah Sri Utami 2012: 32): 
A. M. P. Vrij (Indah Sri Utami 2012: 32) mengemukakan bahwa : 
Mendefifnisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula 
mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat-
akibat dari kejahatan tersebut. 
 
B. Soedjono Dirdjosisworo (Indah Sri Utami 2012:32) mengemukakan 
bahwa : 
Mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan sebagai gejala manusia 
dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu 
pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-
cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
 
C. J. Constant (Indah Sri Utami 2012:33) mengemukakan bahwa : 
Melihat kriminologi sebagai suatu pengetahuan pengalaman yang 
bertujuan untuk menentukan factor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini, di perhatiakan baik faktor-faktor 
sosiologis dan ekonomis, maupun faktor-faktor psikologis individu. 
  
Herman Mennheim (Indah Sri Utami 2012:4) mengemukakan bahwa:  
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Tiga pendekatan dalam upaya mempelajari kejahatan. Pertama 
pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan 
observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta 
tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku 
criminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada 
waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti 
usia, jenis kelamin dan sebagainya, serta perkembangan karir seorang 
pelaku kejahatan. Kedua, pendekatan sebab-akibat. Dalam 
pendekatan seba-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat 
dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik 
dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. 
Ketiga, pendekatan secara normatif. Kriminologi dikatakan sebagai 
idiographic-discipline dan nomothetic-discipline.dikatakan sebagai 
idiographic discipline, oleh karena itu kriminologi mempelajari fakta-
fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang 
bersifat individu. Sedangkan yang dimaksud dengan nomothetic-
discipline adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkap 
hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan 
kecendrungan-kecenderungannya. 
 
2.2. Aliran-aliran dan teori-teori dalam kriminologi 
Dalam ilmu kriminologi terdapat empat aliran (Indah Sri Utami, 
2012:65-68) yaitu: 
1. Aliran klasik 
Aliran klasik merupakan label umum untuk kelompok pemikir tentang 
kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling 
menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan 
Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa 
perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai mahkluk 
hedonistic sekaligus rasional. Hedonistik, karena manusia cenderung 
bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena 
mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya 
menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga 
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rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari 
setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini 
memberikan mereka tingkat kebebasan tertentudalam memilih tindakan 
yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak. Sementara itu, 
Jeremy Bentham melihat suatu prindip baru yaitu utilitarian yang 
menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sustem irrasional 
yang absolute, akan tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat di ukur. 
Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana 
pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. 
2. Aliran Positif 
Aliran modern atau aliran positif mucul pada abad ke-19 yang bertitik 
tolak pada faham determinisme tentang manusia. Faham ini 
menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). 
Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan 
berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal 
manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif. Pertama, 
segemen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai cirri fisik 
penjahat. Kedua, segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang 
psychological factors antara lain neuroticism, psychoticism, psychopathic 
yang menyebabkan seseorang cendrung melakukan kejahatan. Ketiga, 
segmen social positivism sperti terdapat pada pemikiran Adolphe 
Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai societal 
factors antara lain proverti, membership of subcultures, low level of 
 26 
education, crowded cities, distribution of wealth sebagai factor pendorong 
terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan 
agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang 
berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis 
adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (social, ekonomi, 
budaya, politik) secara holistic. Di samping itu, melakukan terapi khusus 
terhadap pelaku yang bermasalah terhadap psikologis dan biologis. 
Pelopor aliran positivitis adalah Cesare Lmbrosso (1835-1909), yaitu 
seorang dokter dari italia yang mendapat julukan bapak kriminologi 
modern melalui teorinya yang terkenal yaitu Born Criminal. Teori Born 
Criminal dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin. Dengan teorinya tersebut 
Lambrosso membantah mengenai “free will” yang menjadi dasar aliran 
klasik dan mengajukan konsep determinisme. Inti dari ajaran Lambrosso 
(Indah Sri Utami 2012:67) yaitu;  
1) penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat;  
2) bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (born criminal);  
3) bakat jahat dapat dilihat dari cirri-ciri biologis (atavistic stigmata); 
 
Lanjut Lambrosso (Indah Sri Utami 2012: 67) mengemukakan bahwa: 
Seperti dahi yang sempit dan melengkung kebelakang, rahang yang 
besar dan gigi taring tajam, berbadan tegap, tangan lebih panjang; 
bibir tebal, hidung tidak mancung, dan lain sebagainya. 
 
3. Aliran neo klasik  
Aliran neo klasik berkembang pada abad ke 19. Ia mempunyai basis 
pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada 
kebebasan pada kebebasan berkehendak manusia. Doktrin dasarnya 
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sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah mahkluk 
mempunya rasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas 
perbuatan-perbuatannya. Meski demikian, terdapat sejumlah revisi yang 
dilakukan terhadap inti ajaran aliran klasik. Perubahan-perubahan tersebut 
antara lain:  
1. Perubahan pada doktrin kehendak bebas. Bagi aliran neo klasik, 
dalam melakukan suatu perbuatan jahat, pelaku tidak hanya 
ditentukan free-will semata, tetapi juga dipengaruhi oleh: 
a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain-
lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan 
kehendak bebasnya. 
b. Premeditasi, niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, akan tetapi hal iniberkaitan dengan hal-hal yang 
aneh (irrasional). Sebab, jika benar maka pelaku tindak pidana 
baru (untuk pertama kali) harus dianggap lebih bebas untuk 
memilih daripada residivis yang terkait oleh kebiasaan-
kebiasaannya, oleh karena itu harus dihukum lebih berat. 
2. Pengakuan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari 
individu. 
3. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna yang mendasari 
pembalasan dalam aliran klasik. Bagi pemikir neo klasik, kesalahan 
tidak boleh ditimpahkan sepenuhnya kepada pelaku. Sebab, bias 
saja seorang melakukan kejahatan karena factor lain seperti 
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kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain keadaan yang 
mempengaruhi “pengetahuan dan niat” pada waktu seseorang 
melakukan kejahatan. 
4. Dimasukkan keterangan ahli dalam dalam acara pengadilan untuk 
menentukan besar tanggungjawab, apakah si terdakwa mampu 
memilih antara yang benar dan yang salah  
4. Aliran kritis 
Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “Critical Criminology” atau 
“kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada 
kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan 
sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi 
hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang 
membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota 
masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan 
membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang dikatakan sebagai 
kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat 
(umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan 
tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana 
berbeda dengan persepsi luas pada umumnya. 
Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah 
pendekatan konflik (Romli Atmasista, 2011:72). Pendekatan ini 
beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk 
melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang 
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berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan 
perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. 
Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu 
masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk 
mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Pada umumnya, 
orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar 
akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan 
perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka 
sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki 
kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai 
kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan 
nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki 
kekuasaan yang lebih rendah. Pendekatan konflik dengan demikian 
menghendaki suatu suatu hukum yang bersifat emansipatif atau hukum 
yang melindungi masyarakat sehingga dapat mengangkat harkat dan 
martabat masyarakat kelas bawah.  
Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahanyang 
berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Dalam teori-teori 
tersebut adalah teori Asosiasi Diferensial, teori Anomi, teori Subkul-tur, 
teori Label, teori Konflik, teori control dan sebagainya (Indah Sri Utami, 
2012:70-73). Sekian diantara penjelasan dari teori tersebut adalah: 
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1. Teori Diferential Association 
Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (Indah Sri Utami ; 
70), seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya Principles of 
Criminology (1934). Asumsinya dalam teori ini banyak dipengaruhi oleh 
William I. Thomas dan George Mead yang beraliran symbolic 
interactionism, juga aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. 
McKay, serta culture conflict dari Thorsten Sellin. Terdapat dua versi 
asosiasi diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku Principle of 
Criminology edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland 
tertuju pada konflik budaya (cultural conflict), keberantakan social (social 
disorganization), serta diferensial association. Itulah sebabnya, ia 
menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya: 
 Any can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which 
he is able to execute. (tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola 
perilaku yang dapat dilaksanakan). 
 Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the 
inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct 
the individual. (kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang 
seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan 
ketidakharmonisan). 
 The conflict of culture is therefore the fundamental principle in the 
explanation of crime. (konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam 
menjelaskan kejahatan). 
 
2. Teori Anomie 
Teori anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim (Indah 
Sri Utami 2012 ; 72) yang menunjuk pada absence of social regulation 
normlessness. Kemudian dalam buku The Division of Labor in society 
(1893) Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan 
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keadaan “deregulation” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak 
ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang 
tidak tahu apa yang diharapakan dari orang lain dan keadaan ini 
menyebabkan deviasi. Teori ini tidak lepas dari konspesi Durkheim 
tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia 
merupakan mahluk sosial (man is social animal); eksistensinya sebagai 
mahluk sosial (human being is a social animal); manusia cenderung hidup 
dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada 
masyarakat tersebut sebagai koloni (tending to live in colonies, and his/her 
survival dependent upon moral conextions) 
3. Teori konflik  
Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih 
menekankan pada pola kejahatan dan mencoba untuk memeriksa atau 
meniliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda 
dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah 
politik. Paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum 
diakui; 
 Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat 
 Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap 
perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain 
terus terjadi 
 Selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan  
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 Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan 
hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam 
masyarakat. 
4. Teori tempat kejahatan dan teori aktivitas rutin 
Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark (indah Sri utami 2012 ; 
73) menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap 
masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata 
masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-
aspek kriminogen. Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi 
beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang 
sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi. Para ahli 
yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan 
perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologi, yaitu kemiskinan, 
heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. Tetapi aspek korelatif 
tersebut, saat ini, sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor 
tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi, dan kepadatan 
struktural. Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat 
mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, 
kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, 
dan kerusakan yang tidak terpelihara. Variabel tersebut dihubungkan 
empat variable lainnya, yakni moral sinisme diantara warga, kesempatan 
melakukan kejahatan dan kejahatan meningkat, motivasi untuk melakukan 
kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme control sosial. Teori 
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aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan 
ekologi sosial.studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan 
antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan. Inti dari semua 
pembahasan tentang teori kriminologi adalah bagaimana mempelajari 
sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana dampaknya 
terhadap masyarakat. Semua pendekatan teori mencoba membangun 
hipotesa dari persfektif yang berbeda tetapi inti pembahasannya sama 
yaitu objek kajian tentang masalah “kejahatan”.  
2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok 
(Prof. Dr. A. S. Alam, (2010: 79-80) , yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan 
kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat 
+ Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada 
saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti 
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dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak 
ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti 
Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-
emtif faktor “NIAT” tidak terjadi. 
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup.  
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya 
penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah 
terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk 
menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan 
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masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat.  
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem 
pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 
5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruh- 
an dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam 
penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada 
tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana 
menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. 
Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh 
cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana 















1. Lokasi penelitian 
Dalam proposal ini penelitian dilakukan di area Makassar terkait 
dengan lembaga yang menangani penyekundupan imigran, di kantor 
kepolisian wilayah kota besar Makassar dan kantor imigrasi. Sebab dari 
hasil peninjauan penulis sebelumnya bahwa perkara penyelundupan 
imigran kasusnya ditangani oleh kedua institusi tersebut. 
2. Jenis dan sumber data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data: 
A. Data Primer 
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara langsung 
dengan pihak kepolisian, keimigrasian, dan pihak yang bersangkutan 
dengan perkara penyelundupan imigran sehubungan dengan penulisa 
skripsi ini. 
B. Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan 
mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab bacaan 
dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. Buku yang digunakan 
adalah buku yang ada hubungannya atau relevansinya dengan 
pembahasan skripsi ini serta mempergunakan sumber-sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan melalui penelitian 
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lapangan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang menjadi 
sampel penelitian.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan Tanya 
jawab dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait dalam 
perkara penyelundupan imigran ini guna memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan. 
2. Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari dokumen-
dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas 
4. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik 
data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data tersebut 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan 
dianalisis secara dedukatif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meniliti persoalan yang bersifat dari 






1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan Imigran 
 
Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (nation-
state) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi 
merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh 
imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak 
dianggap imigran. Latar belakang perpindahan imigran beragam, tetapi 
secara garis besar dikenal ada dua faktor pertama adalah Man made 
disaster atau adanya campur tangan manusia dan Natural disaster atau 
karena faktor bencana alam. Kalau menurut keterangan hasil wawancara 
dengan Asri Wahyudin bagian wasdakim kantor keimigrasian di kota 
Makassar menyatakan bahwa umumnya Imigran yang masuk ke 
Indonesia berasal dari negara konflik seperti Afganistan dengan Somalia. 
Artinya penyebab utama masuknya imigran ke Indonesia disebabkan oleh 
faktor Man made disaster atau campur tangan manusia dalam hal ini lebih 
spesifiknya faktor perang. Walaupun latar belakang masuknya imigran di 
Indonesia sangat beragam mulai dari segi campur tangan manusia seperti 
faktor perang atau konflik, ekonomi, ras, agama, dan beragam latar 
belakang lainnya yang menjadi penyebab seseorang warga negara 
meninggakan negaranya. 
Imigran ini kemudian yang terbagi lagi menjadi berapa kategori ada 
yang masuk dalam kategori pengungsi “Refugee” ada juga pencari suaka 
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“Asylum seeker” walaupun tujuan pengungsi juga adalah mencari suaka. 
Persoalannya kemudian adalah bahwa imigran yang masuk dari suatu 
negara ke negara lain tidak semua masuk dengan status legal. Imigran 
menjadi komiditi yang sering dieksploitasi dengan motif ekonomi atau 
mencari keuntungan.Mencari ini kemudian yang modusnya melalui 
penyelundupan. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang 
peraturan pelaksanaan keimigrasian yang dimaksud dengan 
penyelundupan:  
Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri 
sendiri atau orang lain yang membawa seseorang atau kelompok 
orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang 
tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau 
keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk negara lain yang orang 
tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara 
sah, baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau 
tanpa menggunakan perjalanan dokumen perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi ataupun tidak  
  
Penyelundupan manusia atau biasa dikenal dengan istilah People 
smuggling adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena people 
smuggling secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara 
yang bersangkutan. Telah diakuai bahwa people smuggling merupakan 
suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bentuk 
perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan secara tidak 
baik.Sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi, ditumpuk 
dalam angkutan umum (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan 
bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal.Setibanya ditempat tujuan. 
Status illegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para 
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penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar 
tenaga kerja illegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh 
pihak tertentu demi keuntungan materil. 
Lanjutan dari hasil wawancara dengan Asri Wahyudin menyebutkan 
bahwa untuk di Indonesia kasus penyelundupan imigran masih sangat 
minim yang masuk dalam penindakan secara hukum melalui pengadilan. 
Data yang didapatkan hanya satu kasus yang bergulir dipengadilan 
selama tiga tahun terakhir. Kasusnya yang dilimpahkan dari Mabes Polri 
kepada kejaksaan tinggi Makassar, penyelundupan itu melibatkan warga 
Negara Iran atas nama Muhammad Khodaei Bin Ayatollah alias Baitullah 
Moostafavi sebagai pelaku penyelundupan imigran. Dalam surat dakwaan 
di jelaskan kronologi penyelundupan bermula dari saat 10 orang dari Iran 
dikoordinir oleh terdakwa untuk diberangkatkan ke Australia dan telah 
menerima pembayaran dari 9 (Sembilan) orang imigran dari Iran tersebut 
sebesar kurang lebih U$ 36000 dengan cara mentransfer ke nomor 
rekening : 0313818280008 milik suadara Masumeh Moostafavi di Bank 
Meli cabang Zanjan Jl. Amir Kabir, dengan rincian pembayaran dari 10 
orang Iran terbagi menjadi 2 kelompok (4 orang dan 5 orang). Yang 5 
orang mentransfer kepada saudara sepupu terdakwa bernama Masumeh 
Moostafavi sebesar U$ 22500,- dalam uang Iran, yang 4 orang membayar 
senilai U$ 15000,- dalam bentuk mata uang Iran ke Musemuh Moostafavi 
dan sisanya U$ 3000,- dibayar tunai di Indonesia oleh imigran yang 
bernama Seyed Naemeh kepada terdakwa, sedangkan satu orang imigran 
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tidak perlu membayar karena digratiskan oleh terdakwa. Selanjutnya uang 
tersebut diserahkan kepada Herman (masuk dalam daftar pencarian 
orang) sebagai biaya pemberangkatan ke Australia sebanyak U$ 5000 
sebagai uang muka dan sisanya diserahkan kepada Herman melalui 
keluarganya beberapa waktu kemudian . 
Bahwa 10 orang imigran asal Iran setelah tiba di Indonesia antaranya 
yaitu saksi Mohammad Shafie Bin Heidar masuk Indonesia tanggal 3 Juli 
2013 saksi menggunakan paspor Iran dengan menggunakan nomor 
passpor J18304253 dan visa on arrival (VOA), dan saksi Said Jorfi Nejad 
Bin Musa, tiba di Indonesia tanggal 5 juli 2013 dengan menggunakan 
pesawat dan masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival . 
Selanjutnya mereka oleh terdakwa ditempatkan di Villa Cisarua Bogor 
selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2013 terdakwa membawa membawa 
ke Villa Pantai Samboang selama 2 minggu kemudian pada tanggal 22 
Agustus 2013 mereka para imigran didatangi suadara Reza untuk 
dibawah ke Makassar di Hotel Darma Nusantara I, yang rencananya akan 
diberangkatkan ke Australia. 
Selanjutnya setelah 10 orang imigran sampai di Hotel Darma 
Nusantara I KM 20 Makassar dan mereka menempati 2 kamar yaitu kamar 
103 dan kamar 203, namun pada tanggal 23 Agustus 2013 perbuatan 
terdakwa dapat diketahui kepolisian yang bekerja sama dengan pegawai 
imigrasi, hingga terdakwa dapat ditangkap sedangkan 10 orang imigran 
dari Iran diamankan oleh pegawai imigrasi Makassar kelas 1 Kantor 
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Wilayah Kementrian Hukum dan HAM serta Intel Pengawasan Orang 
Asing Direktorat Intelejen Polda Sulsel di kota Makassar.  
Dari kronologi kasus penyelundupan di atas dapat disimpulkan bahwa 
motif utama dari sisi pelaku adalah faktor ekonomi. Bagaimana 
keuntungan dari segi ekonomi penyelundupan imigran sangat 
menggiurkan. Faktor ekonomi ini yang penyebab utama adanya 
penyelundupan imigran. Pelaku bisa saja adalah warga negara asing 
dalam hal ini senegara dengan korban yang menjadi objek penyelundupan 
atau warga negara Indonesia. Untuk konteks akasu di atas yang menjadi 
pelaku adalah warga negara asing yang senegara dengan imigran yang 
masuk di Indonesia. 
People smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat 
menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan 
keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dollar. Berdasarkan 
perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata 
sebesar lima hingga sepuluh ribu dollar secara paksa ketika melintasi 
perbatasan antar negara. Organisasi internasional untuk imigrasi (IOM) 
mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” 
dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan 
berkembang. Selain itu, people smuggling juga menimbulkan masalah 
tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga 
melanda negara Indonesia. 
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Penjelasan diatas adalah salah satu contoh kasus tentang 
penyelundupan orang yang terjadi di Indonesia.Banyak para imigran gelap 
yang diselundupkan dengan negara tujuan ke Australia, melewati perairan 
Indonesia sehingga Indonesia mendapatkan imbasnya. Namun demikian, 
maraknya kejadian penyelundupan manusia yang berhasil dideteksi oleh 
aparat keamanan ternyata dapat terjadi dengan adanya kontribusi dari 
orang indonesia sendiri. Salah satunya adalah nelayan-nelayan Indonesia 
yang dilibatkan dalam penyelundupan imigran dengan iming-iming 
sejumlah uang. Dalam pemberitaan yang lain, dalam kasus 74 imigran 
gelap dari Iran dan Afganistan di Yogyakarta, juga melibatkan nelayan-
nelayan yang berwarga negara Indonesia 
Masalah penyelundupan manusia yang melanda Indonesia semakin 
serius. Jika pada awalnya para imigran gelap tertangkap aparat 
keamanan Republik Indonesia di perbatasan wilayah negara adalah 
merupakan kelompok yang bertujuan ke negara Australia, dan menjadikan 
Indonesia sebagai negara transit saja, kini malah negara Republik 
Indonesia malah menjadi tujuan utama 
Praktek penyelundupan orang atau people smuggling telah meningkat 
dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan 
mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara. 
People smuggling umunya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang 
atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang 
paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapat pekerjaan atau 
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memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan 
yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi 
menghindari konflik yang terjadi di negara asal. 
Menurut laporan yang dimuat di website organisasi polisi internasional 
(Interpol), pada tahun 2006 hampir sekitar 31.000 imigran, setengahnya 
berasal dari Senegal, berbondong-bondong bergerak menuju kepulauan 
Canary, Spanyol. Para imigran gelap cenderung melakukan perjalanan 
menggunakan perahu dalam perjalanan dilaut terbuka dengan jarak yang 
demikian jauh. Sejak tahun 2003, telah ada perpindahan yang signifikan 
dari imigran Irak dan terus meningkat hingga tahun 2006. Sebagian besar 
dari para imigran tersebut telah melarikan diri ke Yordania dan Suriah, 
tetapi tetap ditemukan pergerakan yang signifikan kearah Eropa, Amerika 
dan Australia 
Organisasi Internasional untuk imigrasi (IOM) memperkirakan bahwa, 
secara global, empat juta orang dipindahkan secara tidak resmi 
pertahunnya. Hal ini dapat dapat terjadi karena menyelundupkan manusia 
sangat menguntungkan, beresiko relatif lebih rendah dan seiring dengan 
meningkatnya kerja jaringan kejahatan terorganisir dalam ruang lingkup 
internasional. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan bahwa 
selama periodeb dari tahun 1999 sampai tahun 2001 kecenderungan 
dalam aktifitas penyelundupan manusia terus berkembang, ditunjukkan 
dengan peningkatan yang signifikan terhadap jumlah pendatang yang 
tidak sah dengan menggunakan perahu. Namun dalam kasus Australia, 
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permasalahan people smuggling mengalami penurunan akibat kebijakan 
yang dicanangkan oleh departemen imigrasi. Multicultural dan urusan 
pribumi (DIMIA) dengan penghentian hampir menyeluruh terhadap kapal-
kapal yang tidak sah dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu pada 
laporan DIMIA, pada tahun 2004 hingga tahun 2005, terdapat 94 kasus 
baru people smuggling angka ini merupakan penurunan sebesar 26,6% 
dibandingkan pada tahun 2003 dan pada tahun 2004. Selain itu, 88 kasus 
people smuggling diselesaikan pada tahun yang sama, yang merupakan 
penurunan sebesar 38,5% pada tahun sebelumnya. 
Hal ini berbeda dengan Indonesia, hingga tahun 2010 kegiatan 
people smuggling terus meningkat dengan berbagai kasus operandi. 
Jumlah kasus imigran gelap yang masuk ke Indonesia selama periode 
bulan januari hingga bulan mei, tahun 2010 mencapai 61 kasus. Angka ini 
merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena mencapai 100% 
dari jumlah kasus tahun sebelumnya, yaitu sebesar 31 kasus. Jumlah 
imigran gelap yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan sebesar 5,7%, atau meningkat sebesar 67 orang sehingga 
pada tahun 2010 sebanyak 1.245 imigran, sedangkan pada tahun 2009 
sebanyak 1.178 imigran. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga 
mencatat bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan kembali para imigran 
ke negara asal, sedikitnya 1.290 imigran gelap setiap tahunnya  
People smuggling atau persoalan imigran gelap adalah sebuah 
permasalahan besar yang merupakan tantangan besar bagi para penegak 
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hukum, baik nasional maupun internasional, dan juga mempengaruhi bagi 
perkembangan kebijakan dan Undang-undang tentang imigrasi bagi 
negara-negara di dunia. 
People smuggling sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan 
untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang 
memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab 
munculnya tindak panda penyelundupan manusia. 
People smuggling dapat terjadi karenabanyak faktor, terutama faktor 
pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara 
melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah 
satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi.Sebuah 
negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja menyebabkan 
banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya 
untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan. 
Contohnya adalah di Meksiko yang cukup gagal dalam menciptakan 
lapangan pekerjaan.Kalaupun ada lapangan pekerjaan, upah minim 
menjadi alasan bagi para imigran untuk melakukan migrasi dari negara 
asalnya. 
Masalah ekonomi juga dapat dipicu oleh konflik yang terjadi di negara 
asal imigran tersebut. Konflik atau perang yang berkepanjangan 
menyebabkab terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran 
menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara 
asal imigran tersebut terkait dengan dengan aspek politik, keamanan, 
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sukuisme dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi 
pendorong bagi imigran gelap untuk keluar dari negara asalnya demi 
mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut.Oleh 
karenanya mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat 
memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asai manusia. 
Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan oleh 
para imigran yan terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (smuggler). 
Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan juga menjadi 
alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah tempat dari negara asal, 
yaitu sistem ekonomi negara tujuan yang stabil sehingga memungkinkan 
para imigran, dalam pemahaman mereka, mendapatkan pekerjaan 
dengan upah yang lebih layak.di negara-negara tujuan yang notabenenya 
adalah negara maju, para pelaku usaha dengan senang hati menyambut 
dan memanfaatkan jasa pekerja iliegal karena upah mereka jauh lebih 
rendah dari pekerja dalam negeri. 
Dalam konteks Indonesia yang menjadi faktor penarik untuk 
terjadinya tindak kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis 
Indonesia yang luas tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah 
lndonesia. Indonesia adalah negara strategis untuk transit sebelum 
sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia, yang belum 
menandatangani Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, 
posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah pencari suaka dan 
pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang 
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secara khusus membahas tentang masalah tersebut. Selain itu, 
keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia 
merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke 
UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah 
Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga 
didapatkan solusi.Oleh karenanya para imigran gelap merasa aman untuk 
dating dan tinggal di Indonesia. Memasuki wilayah Indonesia dengan 
memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan alih mencari suaka. 
Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, 
penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau 
penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, 
penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh 
keuntungan agar dapat memperoleh keuntungan dari seseorang yang 
berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 
Perbedaan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan 
manusia bisa membingungkan. Kebingungan ini dapat sangat menyulitkan 
dalam memperoleh informasi yang akurat, khususnya dari negara-negara 
transit. Perdagangan manusia sering kali, tapi tidak selalu, melibatkan 
penyelundupan. Korban pada awalnya setuju untuk diangkut dialam 
sebuah negara atau melintasi perbatasan. Yang membedakan antara dua 
kegiatan sering kali memerlukan informasi yang terinci mengenai keadaan 
akhir para korban. 
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Penyelundupan pada umumnya dipahami sebagai pengadaan atau 
pengangkutan manusia untuk mendapatkan keuntungan untuk masuk 
secara ilegal kedalam sebuah negara. Tetapi menyediakan fasilitas untuk 
masuk atau melintasi sebuah negara secara ilegal, secara tersendiri, 
bukanlah perdagangan manusia, walaupun seringkali dilakukan dalam 
keadaan yang sangat berbahaya. Penyelundupan seringkali melibatkan 
para imigran yang terlah setuju dengan kegiatan tersebut.Sementara itu, 
perdagangan manusia, bisa tanpa persetujuan mereka atau kalaupun 
korban pada awalnya sudah member persetujuan, persetujuan mereka 
telah ditiadakan karena adanya pemaksaan, penipuan, atau tindak kejam 
dari para pelaku perdagangan. Korban manusia seringkali tidak menyadari 
bahwa mereka akan dipaksa melakukan prostitusi atau kerja paksa yang 
bersifat eksploitasi. Karena itu, penyelundupan bisa menjadi perdagangan 
illegal.Komponen kunci yang membedakan antara perdagangan dengan 
penyelundupan adalah unsure pemaksaan, penipuan, atau kecurangan. 
Tidak seperti penyelundupan, perdagangan manusia dapat terjadi 
baik korban dipindahkan ke dalam negeri atau ke luar negeri. Menurut 
TVPA, tidak penting apakah korban telah diangkut ke suatu situasi 
eksploitasi untuk suatu perdagangan manusia yang keji terjadi atau tidak. 
Sudah cukup untuk menjelaskan bahwa seseorang adalah korban jika dia 
direkrut, ditampung, disediakan, atau diperoleh“ untuk bekerja atau 
melayani secara paksa, melalui penggunaan kecurangan, penipuan atau 
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pemaksaan untuk tujuan penghamban, peonasi, penjeratan hutang (ijon), 
atau perbudakan.” 
Perdagangan orang (trafficking) menurut undang-undang Nomor 21 
tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, 
yaitu: Pasal 1 (ayat 1) mengemukakan bahwa;  
Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi.  
 
Pasal 1 (ayat 2) mengemukakan bahwa; 
 
Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau 
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
ditentukan dalam Undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil 
karena berdasarkan pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim 
dapat menghukum seseorang). Dari pemaparan di atas jelas 
menggambarkan bagaimana membedakan antara People smuggling 
dengan Human Traficikking. 
 
2. Upaya penegak hukum dalam penanganan tindak pidana 
penyelundupan imigran 
Salah satu hal yang menjadi sorotan dari kejahatan penyelundupan 
imigran adalah masalah penanganan. Kejahatan penyelundupan manusia 
membutuhkan perhatian dari semua stake holder yang ikut terlibat dalam 
penanganan ini. Penegak hukum merupakan instrument utama yang perlu 
merencanakan suatu startegi dalam penanganan masalah 
penyelundupan. Mulai dari institusi Polri, Keimigrasian, sampai Lembaga 
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Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati masalah-masalah kemanusian. 
Upaya-upaya pencegahan mulai dari usaha pre-emtif, preventif sampai 
represif perlu dilakukan mengingat kejahatan ini termasuk dalam kategori 
kejahatan yang sering muncul dengan modus operandi yang baru. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Asri Wahyudin bagian 
wasdakim, kantor imigrasi Makassar Untuk Pencegahan Imigran bisa 
dilakukan dengan melalui upaya preventif yaitu sosialisasi memperketat 
arus lalu lintas masuknya orang atau warga Negara asing di Indonesia. 
Jalur masuk itu bisa melalui bandara ataupun laut, maka bentuk 
pengawasannya harus diperketat di bandara ataupun oleh polisis 
perairan. Untuk itu diharapkan pemerintah mengalokasikan dana 
operasional terhadap upaya penanganan khususnya kepada institusi 
penegak hukum seperti kepolisian. Untuk upaya represifnya adalah 
bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan imigran. 
Dengan cara seperti itu, maka penyelundupan imigran bisa diminimalisir.  
Selain itu yang dibutuhkan Indonesia adalah kerjasama bilateral 
dengan pemerintah Australia sebaga sebuah Negara tujuan para imigran. 
Sebelumnya Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah 
Australia. Pengimplementasian kerjasama tersebut berbuah banyak hasil. 
Pihak Indonesia telah berulang kali menggagalkan upaya penyelundupan 
imigran gelap ke Australia. Contoh keberhasilan tersebut adalah 
penghentian kapal berisi imigran gelap asal Sri Lanka sejumlah 255 orang 
pada tahun 2009, penahanan 900 orang imigran gelap di Nusa Tenggara 
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Timur, dan penangkapan 305 orang imigran gelap Timur Tengah sejak 
awal 2013 di Makassar. Dari seluruh kasus imigran gelap yang tertangkap, 
mayoritas dari mereka sedang dalam perjalanan menuju Australia untuk 
mencari suaka politik. Di lain sisi, dana dari pemerintah Australia secara 
langsung berdampak pada peningkatan kemampuan pertahanan 
Indonesia. Dengan adanya bantuan dana, Indonesia dapat menghemat 
biaya operasional untuk melakukan patroli-patroli di wilayah 
kedaulatannya. Bantuan seperti hibah alat transportasi darat dan lautpun 
juga dapat bermanfaat bagi Indonesia karena selain menghemat biaya 
pengadaan, fasilitas tersebut dapat dipergunakan tidak hanya untuk 
mengatasi kasus imigran gelap, namun juga ancaman-ancaman lain 
seperti pencurian ikan dan penyelundupan barang terlarang. Meskipun 
dalam skala kecil, bantuan dari Australia ini sangat bermanfaat bagi 
peningkatan kemampuan pertahanan mengingat hingga 2013 Indonesia 
baru mampu memenuhi 30% dari minimum essential force (MEF) yang 
dibutuhkan guna pertahanan negara. 
Penanganan masalah migrasi iregular dilakukan menggunakan tiga 
pendekatan, yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan.Negara-
negara anggota Bali Process sepakat untuk meningkatkan upaya 
pencegahan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Negara-
negara asal, transit dan tujuan memiliki tangung jawab yang sama untuk 
mencegah kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. 
Metode paling sederhana bagi pencegahan adalah melalui kampanye 
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peningkatan kesadaran masyarakat. Negara asal harus melakukan 
kampanye peningkatan kesadaran untuk meningkatkan ketahanan 
masyarakatnya terhadap bahaya yang dimunculkan oleh penyelundupan 
manusia dan perdagangan orang. 
Di samping itu, negara asal juga harus memastikan bahwa faktor 
pendorong terjadinya migrasi iregular tersebut dapat ditekan melalui 
peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat mereka.Negara 
transit memiliki peran untuk mencegah adanya perantara yang 
memungkinkan terjadinya migrasi iregular ini. Masyarakat harus 
disadarkan bahwa keterlibatan dalam penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang adalah tindakan kriminal dan melanggar hukum. 
Sementara negara tujuan memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan 
faktor penarik bagi para imigran gelap ini. Mereka juga dapat memberikan 
bantuan kepada negara asal untuk mengembangkan kekuatan sosial 
ekonomi masyarakat negara asal. Deteksi dini akan memungkin-kan 
negara-negara asal, transit dan tujuan untuk mengambil langkah-langkah 
sesuai yang lebih baik.  
Mekanisme deteksi dini yang mumpuni akan memberikan 
kemampuan bagi negara asal untuk mengetahui sejak dini bibit-bibit 
masalah yang mendorong terjadinya migrasi iregular. Hal ini akan 
memberikan mereka kesempatan untuk melakukan pencegahan. 
Pendekatan perlindungan korban perdagangan orang juga perlu 
dikedepankan. Untuk itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum 
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mutlak diperlukan, utamanya untuk membantu mereka melakukan 
identifikasi dan mengambil langkah hukum yang sesuai untuk mengatasi 
masalah perdagangan manusia. Peran kalangan masyarakat madani 
dalam setiap upaya pemberantasan penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang, khususnya dalam fase pencegahan dan deteksi dini 
serta dalam membantu reintegrasi para korban kembali ke masyarakat, 
sangatlah penting. Penguatan kerangka hukum nasional negara anggota 
Bali Process untuk mengkriminalisasi penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang juga merupakan elemen lain yang juga sangat 
penting. Respon hukum yang kuat terhadap kejahatan ini diyakini akan 
menjadi penggentar bagi para pelaku kejahatan. 
Untuk itu, mandat telah diberikan kepada Bali Process Regional Support 
Office (RSO) untuk mengembangkan panduan yang dapat membantu pengambil 
kebijakan dan praktisi untuk mengkriminalisasi penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang. Bali Process RSO yang didirikan di Bangkok pada bulan 
September tahun 2012 juga ditugaskan untuk mengembangkan program dan 
modul pelatihan bekerjasama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement 
Cooperation (JCLEC) di Semarang. Bali Process telah menjadi suatu proses 
konsultasi kawasan yang penting dalam mempererat kerjasama antar 
anggotanya dalam mengatasi masalah migrasi iregular. Sebagai Ketua Bersama 
dengan Australia, Indonesia selalu berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama 
tersebut dan untuk mewujudkan tujuan utama Bali Process, yaitu untuk 
menghapuskan kejahatan terkait migrasi iregular (Sumber Dit KIPS dan BAM). 
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Selain itu penguatan institusi penegak hukum juga perlu mendapat 
perhatian serius Salah satunya adalah dengan mendukung langkah kepolisian 
yang memproses secara hukum para pelaku penyelundupan imigran gelap. 
Upaya mencegah penyelundupan imigran juga dilakukan dengan mengeluarkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2013 
tentang pencabutan Warga Negara Iran dari subyek visa kunjungan Saat 
kedatangan. Pasalnya, selama ini banyak warga Iran yang menyalahgunakan 
visa kunjungan tersebut untuk kepentingan mencari suaka ke Australia. 
Termasuk salah satu kasus yang sementara ini bergulir di Kejaksaan makassar 
yang dilimpahkan dari Mabes Polri. Upaya ini merupakan salah satu langkah 



















A. Dari sisi korban faktor utama penyebab utama mereka untuk masuk 
sebagai imigran ke Indonesia disebabkan oleh faktor Man made 
disaster atau campur tangan manusia dalam hal ini lebih spesifiknya 
faktor perang, sosial, politik dan ekonomi sedang dari sisi pelaku 
penyelundupan imigran People smuggling faktor penyebab adanya 
penyelundupan imigran adalah faktor ekonomi, atau adanya iming-
iming berupa keuntungan secara materil atau uang. Selain itu untuk 
konteks Indonesia yang menjadi faktor khusus penyebab terjadinya 
tindak kejahatan penyelundupan imigran salah satunya adalah 
keadaan geografis Indonesia yang luas tetapi kekurangan satuan 
tugas pengamanan wilayah lndonesia. 
B. Untuk Pencegahan Imigran bisa dilakukan dengan melalui upaya 
premptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yaitu sosialisasi 
memperketat arus lalu lintas masuknya orang atau warga negara 
asing di Indonesia. Preventif sebagai tindak lanjut dari upaya pre-
emptif dengan menghilangkan kesempatan bagi para imigran untuk 
masuk ke Indonesia bisa dengan pemeriksaan paspor atau 
dokumentasi secara ketat. Sedang upaya represif adalah bagaimana 
penegakan hukum (Law enforcement) terkait dengan pemberian 
hukuman terhadap pelaku penyelundupan supaya ada efek jera.  
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2. Saran 
A. Pemerintah diharap mengalokasikan dana operasional terhadap 
upaya penanganan penyelundupan imigran khususnya kepada 
institusi penegak hukum seperti kepolisian.  
B. Secara preventif pemerintah perlu sosialisasi memperketat arus 
lintas keluar masuknya warga negara asing di Indonesia. 
C. Secara represif pemerintah perlu memperkuat regulasi dari segi 
aturan pemidanaan untuk pelaku penyelundup imigran (Smuggler) 
supaya memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan 
imigran. 
D. Memperkuat kerjasama bilateral dengan pemerintah Australia 
sebagai sebuah negara tujuan para Imigran terkhusus mengenai 
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